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Sandiaga Ingin Sektor Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Bebas dari Korupsi

JAKARTA (IM)  - Men-
teri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  Sandiaga Uno ingin 
sektor pariwisata bebas dari 
praktik korupsi. Sebab Itu, 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif  akan meng-
gagas pendidikan antikorupsi 
di Politeknik Pariwisata agar 
keinginan itu dapat terwujud.

“Program yang akan kami 
gagas segera yaitu pendidikan 
antikorupsi di Poltek Pariwisa-
ta sebagai bagian dari kultur 
kita di pariwisata dan ekonomi 
kreatif  untuk menghadirkan 
satu sektor yang betul-betul 
bebas korupsi,” kata Sandiaga, 
dalam konferensi pers seusai 
bertemu pimpinan KPK di 
Gedung Merah Putih KPK, 
Kamis (21/1).

Sand iag a  mengung-
kapkan, dalam pertemuan 
tersebut ia meminta pimpi-
nan KPK untuk menjadi 
narasumber dalam program 
pendidikan antikorupsi. Ia 
berharap program pendidi-
kan antikorupsi juga dapat 

meningkatkan daya saing 
serta menciptakan masyara-
kat yang bersih di dunia pari-
wisata dan ekonomi kreatif.

Selain itu, Sandiaga juga 
meminta pendampingan dari 
KPK untuk menciptakan 
budaya melaporkan Laporan 
Harta Kekayaan Penyeleng-
gara Negara dan gratifi kasi di 
lingkungan Kemenparekraf.

Wa k i l  K e t u a  K P K 
Lili Pintauli Siregar me-
mastikan KPK akan terus 
mendampingi kerja Kemen-
parekraf  untuk mencegah 
praktik korupsi. Pendamp-
ingan KPK salah satunya 
program bantuan Kemen-
parekraf  kepada masyarakat 
sektor pariwisata yang ter-
dampak pandemi Covid-19 
agar tepat sasaran.

“Kita tetap akan mem-
berikan pendampingan, 
pendampingan dalam arti 
hal yang bisa menghindari 
menteri dan semua jajarannya 
dari hal-hal tidak diinginkan,” 
kata Lili.  han

salahan yang beragam.
Menurutnya, Polri ke de-

pan dapat lebih bersahabat 
dengan masyarakat dan selalu 
hadir di tengah masyarakat 
tanpa melihat pangkat dan 
jabatan serta keterbatasan.

Azis menantikan realisasi 
janji dan kinerja Listyo Sigit 
dalam 100 hari kerjanya. Sep-
erti misalnya, memberikan 
pelayanan publik yang cepat, 
secepat memesan makanan 
cepat saji.

“Saya apresiasi Komjen 
Pol Listyo Sigit Prabowo yang 
ingin melayani masyarakat 
dengan cepat, seperti meme-
san makanan cepat saji. Ten-
tunya hal ini harus dapat di 
realisasikan dalam program 
100 hari kinerjanya sebagai 
prestasi kedepannya, usai dirin-
ya menjabat sebagai Kapolri,” 
pungkas

IDN/ANTARA

Janji Penting Listyo Sigit  
Menteri Koordinator Poli-

tik Hukum dan Keamanan 
(Menko Polhukam) Mahfud 
MD menyebut ada satu janji 
penting Listyo Sigit sebagai 
calon Kapolri yang mendapat 
s a m b u t a n  m e r i a h  d a r i 
angggota DPR, namun tidak 
banyak mendapatkan atensi 
dari para awak media. Apa itu?.

“Salah satu janji calon 
Kapolri Komjen Listyo Si-

git yg tdk bnyk diberitakan 
tapi mendapatkan tepukan 
meriah di Komisi III DPR 
(20/1) adlh jika ada anggota 
atau pejabat Polri yg terlibat 
kejahatan sprt bandar atau 
pengedar narkoba maka akan 
dipecat atau dipidanakan” ini 
penting,” ujar mantan ketua 
Mahkamah Konstitusi (MK) 
itu melalui akun Twitter @
mohmahfudmd, dikutip Ka-
mis (21/1).  han

RAKER MENTERI PUPR
DENGAN KOMISI V DPR
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Ba-
suki Hadimuljono (kanan) ber-
sama Wakil Menteri PUPR John 
Wempi Wetipo (kiri) mengikuti 
rapat kerja dengan Komisi V DPR 
di Kompleks Parlemen, Senayan, 
Jakarta, Kamis (21/1). Rapat kerja 
tersebut membahas program 
kerja Kementerian PUPR tahun 
2021 serta evaluasi pelaksanaan 
anggaran tahun 2020.

DPR Tunggu Realisasi Kinerja 100 Hari
Listyo Sigit Prabowo Setelah Jadi Kapolri
Masyarakat Indonesia menantikan 
realisasi janji dan kinerja Kapolri terpilih 
Listyo Sigit Prabowo dalam 100 hari ker-
janya. Diantaranya, memberikan pelay-
anan publik secepat memesan makanan 
cepat saji.

M k t I d i tik

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua DPR RI Koordinator 
Politik dan Keamanan (Ko-
rpolkam) Azis Syamsuddin, 
mengucapkan selamat dan 
sukses atas terpilihnya Komjen 
Pol Listyo Sigit Prabowo men-
jadi Kapolri setelah melewati 
uji kepatutan dan kelayakan 
di Komisi III DPR RI dan 
disetujui rapat Paripurna DPR, 
Kamis (21/1) siang.

“Semoga Komjen Pol Pak 
Listyo Sigit Prabowo dapat 

amanah dalam menjalankan tu-
gas pokok dan fungsinya, serta 
membawa Polri semakin maju 
dan profesional,” kata Azis 
kepada wartawan di Jakarta, 
Kamis (21/1).

Azis mengharapkan, di 
bawah kepemimpinan Listyo 
Sigit Polri dapat lebih me-
maksimalkan kordinasi dan 
komunikasi antar lembaga 
guna memudahkan dan me-
nyelesaikan berbagai macam 
pekerjaan rumah dan perma-

JAKARTA (IM) Wakil amanah dalam menjalankan tu

Terkait Suap Pengaturan Proyek, 4 Anggota
DPRD Jabar dan Kepala Bapeda Dipanggil KPK

JAKARTA (IM) - Tim 
penyidik Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK)  me-
manggil 4 orang anggota 
DPRD Provinsi Jawa Barat 
untuk dimintai keterangan-
nya terkait  kasus suap pen-
gaturan proyek di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten In-
dramayu tahun 2019.

Keempatnya yakni Ade 
Barkah Surahman, Phinera 
Wijaya, Cucu Sugyati, dan 
Imas Noerani. Keempatnya 
akan diperiksa sebagai saksi 
untuk tersangka Anggota 
DPRD Jawa Barat periode 
2014-2019 dan 2019-2024 
Abdul Rozaq Muslim (ARM).

“Para saksi diperiksa un-
tuk tersangka ARM,” ujar Plt 
Juru Bicara KPK Ali Fikri 
dalam keterangannya, Kamis 
(21/1).

Selain keempat anggota 
DPRD Jabar, tim penyidik 
juga memanggil mantan Ke-
pala Bappeda M Taufi q Budi 
Santoso dan mantan Ka-
bid Pengembangan Sumber 
Daya Air (PSDA) pada Dinas 
PUPR Indramayu 2017-2020 
Kafi dun.

Diketahui sebelumnya, 
KPK telah menetapkan 
Anggota DPRD Jawa Barat 
dari Fraksi Golkar, Abdul 
Rozaq Muslim sebagai ter-
sangka kasus dugaan suap 

terkait pengaturan proyek 
di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Indramayu tahun 
anggaran 2019.

Abdul Rozaq diduga 
menerima uang suap senilai 
Rp8,5 miliar dari seorang 
pengusaha Carsa AS. Uang 
itu disinyalir sebagai upaya 
untuk memuluskan tujuan 
Carsa AS dalam mendapat-
kan proyek pada Dinas Bina 
Marga Kabupaten Indra-
mayu.

Atas ulahnya, Abdul Ro-
zaq Muslim disangkakan 
melanggar Pasal 12 huruf  a 
atau Pasal 12 huruf  b atau 
Pasal 11 UU Nomor 31 
Tahun 1999 sebagaimana 
diubah dengan UU No-
mor 20 Tahun 2001 ten-
tang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Sebelumnya 
dalam kasus itu, KPK telah 
menetapkan empat orang 
sebagai tersangka, yaitu Bu-
pati Indramayu Supendi (SP), 
Kepala Dinas PUPR Kabu-
paten Indramayu Omarsyah 
(OMS), Kepala Bidang Jalan 
di Dinas PUPR Kabupaten 
Indramayu Wempy Triyono 
(WT), dan Carsa AS (CAS) 
dari unsur swasta. Empat 
orang tersebut telah divonis 
Majelis Hakim Pengadilan 
Tipikor dan telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap.  han

Gempa Sulbar, Korban Meninggal
Bertambah Menjadi 91 Orang

JAKARTA (IM) - Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) mengung-
kapkan, hingga Kamis (21/1)  
pukul 08.00 WIB, jumlah ko-
rban meninggal akibat gepa 
bumi magnitude 6,2 di  Su-
lawesi Barat bertambah men-
jadi 91 jiwa.

“Korban meninggal 91 jiwa, 
hilang tiga orang, luka berat 253 
orang, luka ringan 679 orang, 
dan luka sedang 240 orang,” kata 
Kepala Pusat Data, Informasi 
dan Komunikasi Kebencanaan 
BNPB, Raditya Jati dalam rilis 
yang diterima di Jakarta, Kamis 
(21/1).

Sementara itu, warga yang 
mengungsi berjumlah 9.910 
jiwa, yang tersebar di beberapa 
titik pengungsian, dengan 
rincian di Kabupaten Mamuju 
teridentifi kasi sementara lima 
titik pengungsian, seperti di 
Jalu dua titik, Stadion Mamu-
ju, Gerbang Kota Mamuju, 
Tapalang, dan Kantor Bupati.

Sedangkan di Kabupaten 
Majene, dua titik teridentifi -
kasi, yaitu di SPN Malunda 
dan Desa Sulet Malunda.Pas-
cagempa, upaya penanganan 
darurat masih berlangsung 
dan Gubernur Sulawesi Barat 
telah menetapkan status Tang-
gap Darurat Bencana Gempa 
Bumi selama 14 hari, terhitung 

dari 15 hingga 28 Januari 2021.
Lebih lanjut, dia men-

gatakan, melihat dampak 
bencana, masyarakat selalu 
diimbau untuk tetap waspada 
dan siaga. Terutama terkait 
bencana hidrometeorologi 
dan potensi bahaya lain, yaitu 
gempa bumi yang dapat terjadi 
setiap saat, seperti yang terjadi 
di Provinsi Sulawesi Barat. 
Selain itu, ancaman bahaya 
lain,yakni pandemi Covid-19 
yang masih terus terjadi penu-
laran di tengah masyarakat.

BNPB mengingatkan un-
tuk melakukan persiapan kelu-
arga dalam menghadapi sejum-
lah potensi bahaya tersebut. 
Diskusikan di antara keluarga 
dengan terlebih dahulu mengi-
dentifi kasi potensi bahaya dan 
risiko di sekitar.

Masyarakat dapat me-
manfaatkan aplikasi, seperti 
InaRISK, Info BMKG, Mag-
ma Indonesia untuk mengeta-
hui potensi bahaya dan risiko.

Selanjutnya anggota ke-
luarga dapat mendiskusikan 
upaya konkret yang dapat 
dilakukan di sekitar tempat 
tinggal. Setiap keluarga memi-
liki tingkat risiko yang berbeda, 
seperti parameter anggota 
keluarga, topografi  di sekitar 
rumah, kekuatan bangunan, 
atau tata ruang rumah.  han

18 Calon Anggota Ombudsman
akan Fit and Proper Test di DPR

JAKARTA (IM) - Komisi 
II DPR akan menggelar uji ke-
layakan dan kepatutan atau fi t 
and proper test terhadap calon 
anggota Ombudsman periode 
2021-2026. Uji kelayakan di-
gelar pada 26-27 Januari 2021.

Ketua Komisi II DPR Ah-
mad Doli Kurnia mengatakan, 
pihaknya telah menerima 18 
nama calon anggota ombuds-
man dari pemerintah untuk 
dilakukan uji kelayakan dan 
kepatutan.

“Dan pada hari Selasa dan 
Rabu 26-27 Januari selama 
dua hari kami akan melakukan 
fi t and proper test terhadap 
18 nama,” kata Doli dalam 
konferensi pers, Kamis (21/1).

Doli mengatakan, sebelum 
melaksanakan uji kelayakan, 
pihaknya akan mengundang 
pemerhati pelayanan publik 
dan Yayasan Lembaga Kon-
sumen Indonesia (YLKI) un-
tuk menerima masukan terkait 
calon anggota Ombudsman 
tersebut.

“Kami undang YLKI dan 
pemerhati pelayanan publik 
untuk kita dengarkan masukan 
dan pandangannya terhadap 18 
nama ini,” ujarnya.

 Lebih lanjut, Doli men-
gatakan, setelah dilakukan 
uji kelayakan, Komisi II akan 
menggelar rapat internal untuk 
menetapkan 9 nama anggota 
Ombudsman dari 18 nama 
calon yang diserahkan pemer-
intah. “Insya Allah hari Kamis 
bisa kita sepakati mungkin 
tanggal 29 Januari, hari Senin, 
kita bisa menetapkan 9 nama 

anggota ombudsman RI yang 
baru,” katanya.

Berikut 18 nama calon 
anggota Ombudsman yang 
diserahkan pemerintah ke 
DPR: Andri Gunawan Sumi-
anto yang kini menjabat tenaga 
ahli DPR RI, Bobby Hamzar 
Rafi nus (ASN Kemenko Per-
ekonomian),  Dadan Suparjo 
(masih menjabat Anggota 
Ombudsman), Hani hasjim 
(konsultan komunikasi PT 
Redwhite Communications), 
Heru Setiawan (VP Kelem-
bagaan PLN Pusat), Hery 
Susanto (Direktur Operasi PT 
Grage Nusantara Global).

Kemudian  Indraza Mar-
zuki Rais (Kepala SPI PT 
Perikanan Nusantara Persero), 
James Modouw (dosen ISI 
Denpasar), Jemsly Hutabarat 
(pegawai PT GMF Aero-
asia),  Johanes Widijantoro 
(dosen Universitas Atmajaya), 
Mokh Najih (dosen Universi-
tas Muhammadiyah Malang), 
Muhammad Joni Yulianto 
(konsultan pada AIPJ-Cardno 
Emerging Market),  Noorha-
lis Majid (Kepala Perwakilan 
Kantor Ombudsman RI Ka-
limantan Selatan).

Raminto (dosen Universi-
tas Gadjah Mada Yogyakarta), 
Robertus Na Endi Jaweng 
(peneliti dan Pimpinan Komite 
Pemantauan Pelaksana Otono-
mi Daerah), Roby Arya Brata 
(ASN Sekretariat Kabinet), 
Ucu (ASN Sekretariat Pres-
iden),  dan Yeka Hendra Fatika 
(Ketua Pusat Kajian Pertanian 
Pangan dan Advokasi).  han

PEMULANGAN PENGUNGSI SULBAR KE DAERAH ASAL
Sejumlah pengungsi gempa Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat turun 
dari pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara saat tiba di Landasan 
Udara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (21/1). Sebanyak 102 
warga pengungsi gempa Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat tersebut 
di pulangkan ke daerah asal kelahiran mereka yaitu Jawa Tengah dan 
Jawa Timur.
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Komnas KIPI Terima 30 Laporan
Terkait Efek Vaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Komisi 
Nasional Kejadian Ikutan Pas-
ca-Imunisasi (Komnas KIPI) 
telah menerima 30 laporan 
efek yang dirasakan pasca-
vaksinasi Covid-19

Ketua Komnas KIPI, dr. 
Hindra Irawan Satari menegas-
kan, 30 laporan yang masuk 
masih bersifat ringan dan 
tidak ada reaksi serius sehingga 
memerlukan perawatan inten-
sif  setelah tenaga kesehatan 
(nakes) yang mendapat vaksin 
Covid-19 pertama kali.

“Dari laporan KIPI yang 
masuk ke kami, semua bersifat 
ringan dan sesuai dengan yang 
dilaporkan jurnal-jurnal, dan 
di tempat lain, semua kondis-
inya sehat. Jadi, tidak ada yang 
memerlukan perhatian khusus 
sampai saat ini,” ungkap Hin-
dra, Kamis (21/1).

Hindra menegaskan vaksi-
nasi sendiri merupakan upaya 
pemerintah dalam memutus 
mata rantai penularan Co-
vid-19.

“Selain upaya-upaya yang 
akan terus kita lakukan, yaitu 
3M: memakai masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak, dan 
3T atau test, trace, treatment, 
sehingga harapannya pan-
demi akan segera berlalu,” jelas 
Hindra.

Hindra meyakini vaksinasi 
ini tidak hanya untuk kepent-

ingan individu, namun juga 
upaya melindungi keluarga ter-
dekat kita terutama bagi tenaga 
kesehatan yang menerima 
vaksin Covid-19 pertama kali.

“Pandemi ini sudah me-
lelahkan. Kasihan juga nakes 
yang ada di garda terdepan. 
Mereka berjibaku bekerja di 
luar ambang batas kemam-
puannya. Ini akan menurunkan 
daya tahan tubuh mereka. Jadi 
kita harus sepakat melawan 
satu musuh, jangan mement-
ingkan diri sendiri. Paling tidak 
ini bagi keluarga terdekat kita 
juga,” terangnya.

Hindra mengatakan, ma-
syarakat tidak perlu khawatir 
mengenai efek vaksinasi. Se-
tiap fasilitas kesehatan yang 
menyelenggarakan imunisasi 
wajib melakukan pencatatan 
dan pelaporan KIPI. Oleh 
karena itu, Komnas KIPI 
perlu dibentuk sebagai tim 
independen yang mengkaji 
adanya hubungan vaksin yang 
diberikan dengan kejadian 
yang terjadi.

Komnas KIPI selaku lem-
baga independen bertugas 
mengkaji secara spesifi k ke-
jadian pasca imunisasi. Komite 
independen ini terdiri dari 
orang-orang yang memiliki 
kompetensi terkait vaksinologi.

“Komnas KIPI diangkat 
Menteri Kesehatan dengan 

masa kerja empat tahun dan 
sudah ada sejak 1998, jadi 
sudah 22 tahun mengawasi 
KIPI,” ujar Hindra.

Hindra menjelaskan alur 
pelaporan akan dilakukan se-
cara berjenjang, dari laporan 
masyarakat, puskesmas, Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota, 
Dinas Kesehatan Provinsi, 
sampai ke Komnas KIPI, 
dan ini semua sudah memiliki 
sistem yang baik.

“Laporan yang terbanyak 
adalah kejadian koinsiden 
atau semua hal dikaitkan den-
gan vaksin, tidak memandang 
jangka waktunya, baik itu satu 
hari setelah vaksinasi atau 
sebulan setelah vaksinasi, mau-
pun empat tahun setelahnya 
pun masih dikaitkan dengan 
vaksinasi,” kata Hindra.

Hindra pun mengimbau 
kepada masyarakat agar tidak 
khawatir berlebihan kepada 
program vaksinasi Covis-19.

“Jadi, upaya vaksinasi itu 
merupakan salah satu upaya 
tambahan. Kalau menerima 
berita yang tidak pasti sum-
bernya dari mana, tidak usah 
diteruskan. Cukup di kita saja, 
dan pastikan bahwa semua 
keluarga divaksinasi, karena 
apabila keluarga kita aman, 
Insya Allah, bangsa dan negara 
ini aman. Mari kita lanjutkan 
vaksinasi,” katanya.  mei
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KOMISI II AKAN GELAR UJI KELAYAKAN DAN 
KEPATUTAN CALON OMBUDSMAN

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia 
Tanjung (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II 
DPR RI Saan Mustopa (kanan) memberikan 
keterangan pers terkait penyelenggaraan Uji 
Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Om-
budsman RI di Lobi Nusantara III, Kompleks 
Parlemen, Jakarta, Kamis (21/1). Komisi II DPR 
RI telah menerima 18 calon anggota Ombuds-
man RI periode 2021-2026 dari Presiden Joko 
Widodo, selanjutnya Komisi II akan melaku-
kan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang akan 
dilaksanakan pada 26-27 Januari 2021. 

Jumhur Hidayat Jalani Sidang
Pembacaan Dakwaan Secara Virtual

JAKARTA (IM) - Ak-
tivis Koalisi Aksi Menyela-
matkan Indonesia (KAMI) 
Jamhur Hidayat menjalani 
sidang pemcaan dakwaan 
oleh Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) di PN Jakarta Selatan, 
Kamis (21/1). Sidang dige-
lar secara virtual.

Sidang dimulai sekitar 
pukul 11.00 WIB. Meskipun 
hadir secara virtual, kondisi 
Jumhur tampak baik-baik 
saja dan siap menjalani per-

sidangan tersebut.
Seperti diketahui  Jumhur 

ditangkap polisi  atas cuitan-
nya di Twitter tentang peno-
lakan Omnibus Law UU Cipta 
Kerja beberapa waktu lalu.

Pihak Kepolisian mem-
persangkakan Jumhur Hidayat 
telah menyebarkan berita bo-
hong dan ujaran kebencian se-
bagaimana diatur dalam Pasal 
28 ayat (2) UU ITE, Pasal 14 
ayat (2) dan Pasal 15 UU no 1 
tahun 1946.  mei

PAW, Irwan Ardi Dilantik sebagai
Anggota DPR Pengganti Riza Patria

JAKARTA (IM) - DPR 
melantik anggota pengganti 
antarwaktu (PAW) Irwan 
Ardi Hasman untuk sisa 
masa jabatan 2019-2024, 
dalam Rapat Paripurna, Ka-
mis (21/1).  Irwan berasal 
dari Fraksi Partai Gerindra 
menggantikan Ahmad Riza 
Patria.

“Irwan Ardi Hasman 
dari Fraksi Partai Gerindra 
daerah pemilihan Jawa Barat 
III, menggantikan Ahmad 
Riza Patria,” kata Ketua 

DPR Puan Maharani.
Riza diketahui mundur 

dari jabatannya sebagai ang-
gota DPR karena terpilih 
sebagai Wakil Gubernur DKI 
Jakarta. Ia dilantik sebagai 
Wagub DKI Jakarta oleh Pres-
iden Joko Widodo pada 15 
April 2020. Riza mengisi kursi 
orang nomor dua di DKI Ja-
karta itu setelah ditinggal oleh 
Sandiaga Uno pada Agustus 
2018. Saat itu Sandiaga maju 
sebagai calon wakil presiden 
pada Pilpres 2019.  mei
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